
 
 

PRESIDEN 
REPUBLIK INDONESIA 

 
 

UNDANG-UNDANG PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 11 TAHUN 1992 

TENTANG 

DANA PENSIUN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

Presiden Republik Indonesia, 

 
Menimbang : a. bahwa pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka 

pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan 
seluruh masyarakat Indonesia berdasarkan Pancasila dan 
Undang-Undang Dasar 1945; 

  b. bahwa sejalan dengan hakekat pembangunan nasional tersebut, 
diperlukan penghimpunan dan pengelolaan dana guna memelihara 
kesinambungan penghasilan pada hari tua dalam rangka 
mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia; 

  c. bahwa Dana Pensiun merupakan sarana penghimpun dana guna 
meningkatkan kesejahteraan pesertanya serta meningkatkan 
peranserta masyarakat dalam melestarikan pembangunan nasional 
yang meningkat dan berkelanjutan; 

  d. bahwa adanya Dana Pensiun dapat pula meningkatkan motivasi dan 
ketenangan kerja untuk peningkatan produktivitas; 

  e. bahwa untuk memberikan daya guna dan hasil guna yang optimal 
dalam penyelenggaraan Dana Pcnsiun sesuai dengan fungsinya, 
maka dipandang perlu untuk mengatur penyelenggaraannya dalam 
suatu Undang-undang; 
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Mengingat : 1. Pasal  5 ayat (1), Pasal  20 ayat (1), Pasal  27 ayat (2), dan Pasal 33 
ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; 

  2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan 
(Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3263) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1991 tentang Perubahan Atas 
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan 
(Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 93, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3459); 

 
Dengan persetujuan 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 
 

MEMUTUSKAN: 
 
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG DANA PENSIUN. 
 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

 
Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan: 

1. Dana Pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan 
menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun; 

2. Dana Pensiun Pemberi Kerja adalah Dana Pensiun yang dibentuk 
oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan, selaku 
pendiri, untuk menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti 
atau Program Pensiun Iuran Pasti, bagi kepentingan sebagian 
atau scluruh karyawannya sebagai peserta, dan yang 
menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja; 

3. Dana Pensiun Berdasarkan Keuntungan adalah Dana Pensiun 
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Pemberi Kerja yang menyelenggarakan Program Pensiun Iuran 
Pasti, dengan iuran hanya dari pemberi kerja yang didasarkan 
pada rumus yang dikaitkan dengan keuntungan pemberi kerja; 

4. Dana Pensiun Lembaga Keuangan adalah Dana Pensiun yang 
dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk 
menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti bagi perorangan, 
baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari Dana 
Pensiun pemberi kerja bagi karyawan bank atau perusahaan 
asuransi jiwa yang bersangkutan; 

5. Peraturan Dana Pensiun adalah peraturan yang berisi ketentuan 
yang menjadi dasar penyelenggaraan program pensiun; 

6. Program Pensiun adalah setiap program yang mengupayakan 
manfaat pensiun bagi peserta; 

7. Program Pensiun Manfaat Pasti adalah program pensiun yang 
manfaatnya ditetapkan dalam peraturan Dana Pensiun atau 
program pensiun lain yang bukan merupakan Program Pensiun 
Iuran Pasti; 

8. Program Pensiun Iuran Pasti adalah program pensiun yang 
iurannya ditetapkan dalam peraturan Dana Pensiun dan seluruh 
iuran serta hasil pengembangannya dibukukan pada rekening 
masing-masing peserta sebagai manfaat pensiun; 

9. Manfaat Pensiun adalah pembayaran berkala yang dibayarkan 
kepada peserta pada saat dan dengan cara yang ditetapkan 
dalam peraturan Dana Pensiun; 

10. Manfaat Pensiun Normal adalah manfaat pensiun bagi peserta, 
yang mulai dibayarkan pada saat peserta pensiun setelah 
mencapai usia pensiun normal atau sesudahnya; 

11. Manfaat Pensiun Dipercepat adalah manfaat pensiun bagi peserta 
yang dibayarkan bila peserta pensiun pada usia tertentu sebelum 
usia pensiun normal; 
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12. Manfaat Pensiun Cacat adalah manfaat pensiun bagi peserta, 
yang dibayarkan bila peserta menjadi cacat; 

13. Pensiun Ditunda adalah hak atas manfaat pensiun bagi peserta 
yang berhenti bekerja sebelum mencapai usia pensiun normal, 
yang ditunda pembayarannya sampai pada saat peserta pensiun 
sesuai dengan peraturan Dana Pensiun; 

14. Peserta adalah setiap orang yang memenuhi persyaratan 
peraturan Dana Pensiun; 

15. Pemberi Kerja adalah pendiri atau mitra pendiri yang 
mempekerjakan karyawan; 

16. Pendiri adalah: 

 a. orang atau badan yang membentuk Dana Pensiun Pemberi 
Kerja; 

 b. bank atau pcrusahaan asuransi jiwa yang membentuk Dana 
Pensiun Lembaga Keuangan; 

17. Mitra Pendiri adalah pemberi kerja yang ikut serta dalam suatu 
Dana Pensiun Pemberi Kerja Pendiri, untuk kepentingan sebagian 
atau seluruh karyawannya; 

18. Pengurus adalah pengurus Dana Pensiun; 19. Dewan Pengawas 
adalah dewan pengawas Dana Pensiun; 20. Pekerja Mandiri 
adalah pekerja atas usaha sendiri, bukan karyawan dari orang 
atau badan; 

21. Penerima Titipan adalah bank yang menyelenggarakan jasa 
penitipan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang 
Perbankan; 

22. Buku Daftar Umum adalah buku yang berisikan daftar pengesahan 
atas peraturan Dana Pensiun serta perubahan-perubahannya dan 
setiap saat dapat dilihat oleh umum; 

23. Cacat adalah cacat total dan tetap yang menyebabkan seseorang 
tidak mampu lagi melakukan pekerjaan yang memberikan 
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penghasilan yang layak diperoleh sesuai dengan pendidikan, 
keahlian, ketrampilan, dan pengalamannya; 

24. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia. 

 
BAB II 

JENIS DAN STATUS HUKUM DANA PENSIUN 
 

Pasal 2 
 

Jenis Dana Pensiun adalah: 

1. Dana Pensiun Pemberi Kerja; 

2. Dana Pensiun Lembaga Keuangan. 

 
Pasal 3 

 
Dana Pensiun memiliki status sebagai badan hukum dengan syarat dan 
tata cara yang diatur dalam Undang-undang ini. 

 
Pasal 4 

 
Setiap pihak yang dengan atau tanpa iuran, mengelola dan 
menjalankan program yang menjanjikan sejumlah uang yang 
pembayarannya dikaitkan dengan pencapaian usia tertentu, wajib 
terlebih dahulu memperoleh pengesahan Menteri berdasarkan 
Undang-undang ini, kecuali apabila program yang menjanjikan 
dimaksud didasarkan pada Undang-undang tersendiri. 

 
 
 
 
 
 


